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ABSTRAK

Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan
Peraturan Desa (Perdes) No.3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) di Pekon Negeri Ratu. Tujuan pembangunan desa
tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat
(1), yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan wahana serta potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian melibatkan
urgensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sejalan
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rumusan masalah
mencakup tingkat partisipasi masyarakat dan kesesuaian dengan pedoman
pembangunan desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara dan studi kepustakaan. Pendekatan
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Data
yang diperoleh disajikan secara deskritif kemudian dianalisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Peraturan Desa No. 3 Tahun2017 Tentang RPJM Desa Tahun 2017-
2022 di Pekon Negeri Ratu melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh
masyarakat, Karang Taruna, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan aktif ini menciptakan
dimensi demokratis dalam menentukan arah pembangunan desa. Partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, khususnya dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa. Proses musyawarah yang melibatkan
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat berhasil menciptakan
kesepahaman yang kokoh mengenai visi, misi, serta program kepala desa untuk
periode enam tahun ke depan. Implikasi dan rekomendasi mencakup peningkatan
partisipasi dan kesesuaian, dengan harapan memperkuat implementasi kebijakan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan
kontribusi pada pemahaman partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan
pembangunan desa.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat,RPJM Desa



ABSTRACT

This research discusses community participation in the formation of Village
Regulation (Perdes) No. 3/2017 on the Village Medium-Term Development Plan
(RPJM Desa) in Pekon Negeri Ratu. The purpose of village development is stated
in Law No. 6/2014 on Villages Article 78 paragraph (1), which is to improve the
welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty
reduction through the fulfillment of basic needs, the development of local economic
vehicles and potentials, and the sustainable use of natural resources and the
environment. The research background involves the urgency of community
participation in village development planning, in line with Law No. 6/2014 on
Villages. The formulation of the problem includes the level of community
participation and conformity with village development guidelines.

The research method used is empirical juridical with a descriptive
approach, involving interviews and literature study. The approach used in this
research is the Juridical-Empirical approach. The data obtained is presented
descriptively and then analyzed qualitatively.

The results showed that community participation in the formation of Village
Regulation No. 3 concerning Village RPJM 2017-2022 in Pekon Negeri Ratu
involved all elements of society, including community leaders, youth organizations,
traditional leaders, religious leaders, and community representatives through the
Village Consultative Body (BPD). This active involvement creates a democratic
dimension in determining the direction of village development. Community
participation in the formation of Village Regulations, particularly in the
preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa), has
been conducted in accordance with the provisions set out in Permendagri No.
114/2014 on Village Development Guidelines. The deliberation process involving
village officials, the Village Consultative Body (BPD), the Community
Empowerment Agency (LPM), and community leaders succeeded in creating a solid
understanding of the vision, mission, and programs of the village head for the next
six-year period. Implications and recommendations include increasing
participation and conformity, with the hope of strengthening the implementation of
village development and community empowerment policies. This research
contributes to the understanding of community participation in the context of
village development planning.

Keywords: Participation, Community, Village RPJM
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MOTTO

“cirinya orang yang bahagia itu ada tiga; orang yang tidak menyesali masa
\lalu, yang tidak mengkhawatirkan masa depan dan orang yang bisa

menikmati masa kini”

-Dr. Fahruddin Faiz

dan mantra untuk melewati itu semua adalah... “ini akan berlalu”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Definisi perencanaan pembangunan desa tertuang pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 114Tahun 2014, wacana panduan Pembangunan Desa, disebutkan
bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan aktivitas yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan
Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan serta
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
desa. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada
kemampuan pemerintah, tetapi pula berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam
menjalankan program pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sangat diharapkan pada setiap termin pembangunan yang dimulai
dari termin perencanaan, termin pelaksanaan, termin pemanfaatan, dan termin
evaluasi.t

Tujuan pembangunan desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1),yakni untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan wahana serta

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

Taliziduhu Ndara, Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal
Landas (Jakarta: Bina Aksara, 1987), him. 23.



berkelanjutan.?Sebagai akibatnya pembangunan desa mempunyai peranan krusial
untuk mewujudkan pembangunan nasional untuk mencapai suatu pembangunan
desa yang terencana maka diharapkan suatu perencanaan yang komprehensif serta
sistematis yang digunakan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan yang
sudah digariskan, dengan demikian perencanaan yang disusun di desa wajib
disesuaikan dengan potensi yang terdapat di desa. Baik potensi sumber daya
manusianya maupun sumber daya alamnya. Semangat yang harus dikedepankan
merupakan “pembangunan berasal masyarakat, oleh masyarakat serta buat
masyarakat” dalam mewujudkan kesejahteraan warga desa, termasuk didalamnya
ialah mengurangi kemiskinan yang selalu menjadi berita hangat di pemerintahan.
Visi serta keyakinan seorang kepala desa wajib menunjuk kepada penanggulangan
kemiskinan serta mencapai kesejahteraan masyarakat desa.>Oleh sebab itu
perencanaan desa melalui RPJMDesa menjadi instrumen krusial bagi kesejahteraan
masyarakat desa, karena perencanan tadi akan terealisasi pada RPJMDesa yang
kemudian akan terprogram sebagai kegiatan-kegiatan yang strategis di desa
tersebut.

Partisipasi masyarakat pada pembentukan Perdes (Peraturan Desa) dan
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa merupakan hal yang

sangat krusial serta penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan

®Diradimalata Kaehe, Joorie M Ruru, dan Welson Y Rompas, “Partisipasi Masyarakat
Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,”
Jurnal Administrasi Publik 5, no. 80 (2019): 14-24.



desa,*namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam proses tadi sering
kali terbatas serta tidak maksimal.’Kaitannya partisipasi masyarakat dalam
penyusunan RPJM Desa pada Pekon Negeri Ratu yang belum melibatkan semua
unsur masyarakat pada proses pembentukannya. Sebagai akibatnya apa yang

diinginkan oleh masyarakat belum mampu terwadahi secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana paritisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa No.
3 tentang RPJMDesa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu?
2. Apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut
telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas
maka tujuan dari penelitian diantaranya:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
Peraturan Desa No. 3tentang RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon

Negeri Ratu. Fokus utama adalah untuk memahami sejauh mana

“Triya Indra Rahmawan, “Mewujudkan Partisipasi Yang Bermakna Dalam Pembentukan
Peraturan Desa,” Journal Legislasi Indonesia 20, no. 3 (2023), him. 65-80.

Observasi di Desa Pekon Negeri Ratu, pada 17 Mei 2023.



masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan
pembangunan desa dalam periode tersebut.

b. Untuk menilai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan
Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 telah sesuai denganketentuan yang
diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keterlibatan
masyarakat dalam musyawarah desa, penggunaan mekanisme
komunikasi yang efektif, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi

dalam pengambilan keputusan.

Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat secara luas untuk
warga pada umumnya, penyusun juga berharap skripsi ini mampu menjadi
acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia,
khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan
pembentukan RPJMDesa. Harapan penyusun juga agar supaya adanya
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya RPJMDesa.
b. Kegunaan Praktis
Skripsi sebagai ihwal latihan dalam mengembangkan pengetahuan
peneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembentukan
Peraturan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di

Pekon Negeri Ratu.



D. Telaah Pustaka
Untuk mendapatkan gambaran hasil kajian tentang partisipasi masyarakat dalam

pembentukan peraturan desa maka perlu melakukan kajian terhadap hasil penelitian
yang sudah ada. Sejauh yang penyusun telah telusuri, terdapat beberapa skripsi
yang mengkaji tentang partisipasi ini hanya objeknya yang berbeda atau cakupan
yang berbeda. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh G. Carol Muhammad pada tahun 20198, dari
program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru
Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)” mengungkapkan bahwa
partisipasi masyarakat di Kotabaru Seberida terhambat oleh beberapa faktor,
termasuk pengetahuan terbatas tentang pentingnya partisipasi, konflik waktu
dengan pekerjaan masyarakat, dan infrastruktur yang tidak memadai. Proses
penyusunan anggaran desa di Kotabaru Seberida telah mengikuti peraturan yang
berlaku. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal
meneliti partisipasi masyarakat, namun ada perbedaan dalam lokasi, tahun
penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian G. Carol Muhammad berfokus pada

hambatan partisipasi dalam penyusunan APBDes, sedangkan penelitian Penyusun

8G. Carol Muhammad, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyususnann Anggarana
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Kerintang,
Kabupaten Indragiri Hilir)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).



lebih menekankan partisipasi dalam pembentukan RPJMDesa serta kesesuaiannya
dengan regulasi terbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Melkianus Kewekes pada tahun 20177, dari
program studi Ilmu Pemerintahan (APMD) Sekolah Tinggi Pembangunan
Pembangunan Desa Yogyakarta, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag Desa) (Studi pada
masyarakat Desa Gosoma Kecamatan Tolebo Kabupaten Halmara Utara)”
mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat terlihat melalui keikutsertaan
mereka dalam musyawarah padukuhan dan musrenbangdes. Masyarakat
berpartisipasi dengan memberikan usulan, kritik, dan saran, namun partisipasi ini
belum mencapai taraf tertinggi dan masih memiliki kekurangan. Partisipasi dalam
penyusunan RPJMDes dipengaruhi oleh faktor seperti kesempatan yang diberikan
pemerintah, kemauan masyarakat, dan kemampuan berpartisipasi. Beberapa usulan
masyarakat tidak termasuk dalam RPJMDes akibat keterbatasan wewenang
masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penyusun dalam
hal meneliti partisipasi masyarakat, namun berbeda dalam lokasi, tahun penelitian,
dan fokus penelitian. Penelitian Melkianus Kewekes lebih berfokus pada partisipasi
dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sementara penelitian Penyusun
lebih menekankan partisipasi dalam pembentukan RPJMDesa dan ketaatannya

terhadap regulasi terkini.

"Melkianus Kawekes, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang Desa) Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera
Utara (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo , Kab Halmahera
Utara, Provinsi Maluku Utar” Skripsi (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta, 2017).



Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar La Novas® pada tahun 2017 dari
jurusan llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Ull)
Yogyakarta, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Studi pada masyarakat Desa Jatimalang Kabupaten Purworejo)”
mengungkapkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa di Desa Jatimalang sesuai dengan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun dengan partisipasi
masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata pemberdayaan masyarakat oleh
Pemerintah Desa Jatimalang dan memungkinkan program kegiatan yang
direncanakan dalam Musrenbang Desa direalisasikan. Masyarakat di Desa
Jatimalang telah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berpartisipasi pada
kegiatan pembangunan desa. Perangkat desa berperan baik dalam memberdayakan
masyarakat pada musrenbang. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian
Penyusun dalam hal meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa, namun terdapat perbedaan dalam lokasi, tahun
penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian Zulfikar La Novas berfokus pada
implementasi UU No. 6 Tahun 2014, sementara penelitian Penyusun lebih
menekankan partisipasi dalam pembentukan RPJMDesa dengan merujuk pada

Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

8Zulfikar La Novas, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa
Jatimalang Kabupaten Purworejo” Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Ull)

Yogyakarta, 2017).



Penelitian yang dilakukan oleh Geges Idhiana Mar’ah, Rosi Malinda, dan
Shelly Dwi Pramesta® yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan
Peraturan Desa di Indonesia” dengan hasil penelitian tahapan pembentukan
peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,
pengundangan, hingga penyebarluasan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan
peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam
tata kelola desa. Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai
sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Penelitian
memiliki fokus sama, yaitu pada partisipasi masyarakat dalam konteks desa.
Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat terlibat dalam penyusunan
peraturan desa (Perdes) atau dalam pembentukan RPJMDesa, Namun, terdapat
disparitas yang signifikan antara keduanya, yaitu lokasi penelitian berbeda, dengan
penelitian pertama tidak mencantumkan lokasi spesifik, sementara penelitian kedua
berfokus pada Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadiyanti® yang berjudul “Partisipsi
Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga
Utara Kabupaten Lingga” dengan hasil penelitian terkaithal-hal yang harus
diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Desaantara lain ikut serta dalam tim

atau kelompok kerja untuk penyusunan Peraturan Desa, melakukan audiensi

°Geges Idhiana Mar’ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, “Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia,” Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1
(2022): 33-46.

©Nurhadiyanti Nurhadiyanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa
Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga,” Tanah Pilih 2, no. 1 (2022): 62-74.



publik atau mengundang pertemuan untuk merancang Peraturan Desa,
melakukan tes yang valid kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan
tanggapan, mengadakan lokakarya tentang Peraturan Desa. Raperdes sebelumnya
secara teoritis dibahas oleh DPRD dan Penerbitan Ranperdes agar mendapat respon
publik. Penelitian memiliki fokus yang serupa, yaitu partisipasi masyarakat dalam
konteks desa. Kedua penelitian membahas bagaimana masyarakat terlibat dalam
pembuatan peraturan desa atau RPJMDesa, menggambarkan peran aktif
masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.
Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam lokasi penelitian, dengan
penelitian pertama dilakukan di Desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara,
Kabupaten Lingga, sementara penelitian kedua berfokus pada Pekon Negeri Ratu,

Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Partisipasi Masyarakat
Partispasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara
umum dan luas. Dalam kamus sosiologi participation ialah setiap proses
identifikasi atau menjadi peserta suatu komunikasi atau kegiatan dalam suatu situasi
sosial tertentu. Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antar rakyat
dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan

mengembangan hasil pembangunan.!!

Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan
Praktik (Makassar: Sah Media, 2016), him. 6.
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Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus
menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan
merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi
tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin.
Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan
program bantuan dari pemerintah dan dengan demikian dapat menentukan keadaan
hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan,
pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya keasadaran bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses
pembentukan undang-undang, khususnya dalam hal ini partisipasi atau
keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang. Memalui berbagai masukan dari
masyarakat, lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Pemerintah Desa akan
memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan Peraturan.*?

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan
dapat dilakukan secara individual maupun kolektif oleh masyarakat yang berada
diluar jabatan politik. Partisipasi ini dapat dilakukan oleh kekuatan-kekuatan atau
pihak masyarakat yang memiliki kepentingan yang berada dalam infrastruktur
politik, seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan,
perguruan tinggi maupun partai politik. Hal ini menujukan bahwa, dalam tataran

desa, partisipasi masyarakat pada musrenbang sangatlah dibutuhkan, sama halnya

12Sjti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi
Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan),” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 2 (2019): 224—

41, https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18.
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dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat Desa
adalah bagian dari desa tersebut yang sangat dan paham tentang dirinya sendiri,
lingkungan dan jelas kebutuhan bagi mereka demi kesejahteraan masyarakat
tersebut. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik
adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat
dalam kehidupan suatu negara. Indoensia sebagai negara dengan sistem demokrasi,
menjadi konsekuensi bahwa setiap warga negara untuk aktif dalam proses
kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam
menuju self goverment dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif,
transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarakan lahirnya produk hukum yang
berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam suatu negara.

Pada prinsipnya pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat desa semata-
mata hanyalah untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan
kehidupan masyarakat desa.'®* Dengan demikian, maka dalam proses pelaksanaan
perencanaan pembangunan desa itu dibutuhkan partisipasi masyarakat desa itu
sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya
masyarakat desa itu sendiri

Patrisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pasrtisipasi
politikmasyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good

governance.Keterlibatan masyarakat desa pada proses perencanaan pembangunan,

13juliana Tumiwa Ofandres Taluke, Juliana Lumintang, “Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat,” Holstik,, Journal
OfSocial and Culture 11, no. 1 (2018): 1-22.
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kebijakanpemantauan hasil kebijakan, dan keberlakuan kebijakan adalah suatu hal
yangmendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien.

Partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik pada tahap
penyiapan pembahasan dan pelaksanaan merupakan hak dari warga masyarakat
desa tersebut, sehingga secara langsung menjadi konsekuesi bahwasanya hak yang
melekat pada masyarakat baik secara alamiah maupun amanat peraturan

perundang-undangan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

2. Teori Legislasi
Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang cara atau
teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya.4
a. Asas Formil

Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk mengatur kepentingan rakyat Indonesia itu harus dilaksanakan
dengan baik. Penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus
sesuai atau didasari oleh asas-asas hukum yang baik. Adapun perbandingan asas-
asas hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004. Didalam
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, dikenal tiga kualifikasi asas, yaitu: a.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; b. Materi muatan

“Muslimah, Politik Hukum Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-
Undang (Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher, 2021), him 42.
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peraturan perundang-undangan; dan c. Asas hukum lainnya.’® Asas hukum
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas hukum
yang harus diperhatikan didalam penyusunan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan.
b. Asas Materiil

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikenal dua macam asas, yang
meliputi: 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c.
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e.
kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan. 2. Materi
muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman;
b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka
tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau j. keseimbangan, keserasian dan

keselarasan.'®

3. Teori Demokrasi
Dalam konteks politik, desa sebagai bentuk dari kesatuan masyarakat telah

mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk

5Undang-undang No. 10 Tahun 2004

16 pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
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mengurus dirinya sendiri itu sudah mereka miliki sejak kesatuan itu terbentuk tanpa
pemberian kekuasaan dan kewenangan dari pihak lain. Dari sinilah desa disebut
sebagai daerah yang telah memiliki otonom asli yang berbeda dari daerah otonom
lainnya seperti kabupaten, kota atau provinsi, yang kekuasaan dan kewenangannya
diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi.*’

Pada proses pertumbuhannya, kedudukan desa menjadi bagian dari sistem
pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan menjadikan desa sebagai struktur
kekuasaan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan nasional yang berlaku di
Indonesia. Dengan kata lain hidupnya tergantung pada sistem diatasnya, yaitu
pemerintahan nasional yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari
Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga pada Pemerintahan Pusat.
Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kewenangan
desa itu meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

b. Kewenangan lokalberskala desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah

provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah

provinsiatau pemerintahkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

undang-undang.

17Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal,” Analisis Sosial Politik 5,
no. 1 (2019): 20-33.
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Indonesia sebagai negara yang dibangun diatas berbagai macam suku serta
adat istiadat yang ada di wilayahnya, yang merupakan cikal bakal dari sebuah desa.
Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom. Sejak lama, desa telah
memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.
Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh
pemerintah diatasnya. Pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembanguan
sumber daya manusia masih belum menajdi pusat perhatian yang serius.8

Pada kenyataannya gagasan otonomi desa sebenarnya memiliki tujuan dan
manfaat yang besar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang
Nomer 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah
ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indoensia;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indoensia demi mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat
Desa;

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan
bersama;

5. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

BMashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia (Yogyakarta: Pusat Antar
Universitas (PAU) UGM, 2013), him. 163.
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8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan
pemerintahan desa, sejalan dengan prinsip demokrasi otonom. Ketika desa
memiliki kewenangan dan kebijakan lokal, partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas program
pembangunan. Melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
dapat memastikan bahwa kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat diperhitungkan.
Namun, tantangan terkait tingkat partisipasi yang tidak merata, terbatasnya akses
informasi, dan perbedaan budaya perlu diatasi untuk mencapai partisipasi yang
inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat menjadi
landasan penting untuk menjelajahi dinamika hubungan antara desa, pemerintahan

tingkat lebih tinggi, dan masyarakat dalam konteks otonomi desa di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara penulis dalam melakukan
penelitan. Metode penelitian merupakan cara yang paling efektf dan ilmiah untuk
mencari dan mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dikembangkan, serta dibuktikan. Sehingga dapat digunakan untuk memahami,
memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun meteode penelitiian yang

digunakan penyusun untuk menyusun skripsi sebagai berikut:
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1. Jenis Penelitian

Penyusuanan skripsi ini, jenis penelitian yang akan digunakan penyusun
adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pengamatan dalam
pengumpulan data-data di lapangan (Field Research), penelitian ini menggunakan
pendekatan empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode
dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil
langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui
tahap wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dengan melakukan
pengamatan secara langsung.'® Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk
mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa perilaku hukum maupun
dokumen.Nantinya penyusun akan melakukan penelitian langsung pada objek
penelitian, yaitu di Pekon Negeri Ratu yang dipilih sebagai lokasi untuk
menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.
Pada proses penyusunanskripsi ini, penyusun akan terjun ke lapangan untuk
menyelidiki aspek-aspek dan gejala pada objek penelitian yang berkaitan dengan
partisipasimasyarakat dalam pelaksanaan pembentukan RPJMDes di Pekon Negeri
Ratu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusundalam menyusun skripsi ini

adalah deskriptif. Penyusun akan mengumpulkan dan memaparkan seluruh data

yang berlandaskan pada fenomena-fenomena maupun gejala yang sesuai dengan

®Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016), him. 12.
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realita yang ada pada lapangan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngaras.® Dengan penelitian yang bersifat
deskriptif bertujuan dapat mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada lapangan.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di
lapang melalui observasi, wawancara, dan analisis data.?*
Bahan Hukum Primer, antara lain adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa

b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan untuk membahas skripsi ini

meliputi:

21bid., hlm 191.

21Didik J. Rachbini dan Rianto Adi, Ekonomi politik kebijakan dan strategi pembangunan
(Jakarta: Granit, 2004), him. 57.
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1. Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
2. Pendapat para ahli
3. Jurnal Hukum/Artikel Hukum

4. Literatur-literatur lainnya

4. TeknikPengumpulan data
a. Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan langsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh
Masyarakat, dan Warga Desa
b. Studi Kepustakaan
Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-
data sekunder dengan berpijak pada buku, literatur, peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Yuridis-Empiris, yaitu menganalisis permasalahan hukum dari implementasinya di
lapangan.??Yakni melihat hukum tata Negara, menggali data dengan wawancara
dan dokumen yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini Penyusun akan mengkaji
dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari data
dengan melihat praktik dilapangan dan dengan mewawancarai narasumber yang

terpercaya. Pengambilan data akan dilakukan di Pekon Negeri Ratu. Sehingga data

227ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 60.
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yang diperoleh dari hasil wawancara akan dipadukan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada.
6. Metode analisis
Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis

kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:?®

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti.

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.

c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan

dasar dalam mengambil kesimpulan

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disususn secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan
perincian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan teoritik tentang teori legislasi, teori partisipasi
masyarakat, dan teori demokrasi.

Bab ketiga berisi tinjauandata pemerintah desa Pekon Negeri Ratu yang
terdiri dari (kondisi geografis desa, sejarah desa, demografi atau kependudukan
desa, struktur pemerintahan desa, kondisi pemerintahan desa,keadaan sosial

ekonomi masyarakat, keadaan sosial budaya masyarakat, dan sosial agama

2L exy J. Moleong dan Tjun Surjaman, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remadja Karya,
1989), him .150.
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masyarakat), tentang Peraturan Desa No. 3 tentang RPJMDes dan Permendagri No.
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Bab keempat mengenai bab Analisisyang di dalamnya membahas tentang
Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa No.3tentang
RPJM Desa Tahun 2017 — 2022 dan mengukur kesesuaian Partisipasi Masyarakat
dalam Pembentukan RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu dengan
Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Bab kelima berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran-

saran dengan harapan perbaikan disemua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa No. 3 tentang RPJM

Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu melibatkan semua elemen
masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, Karang Taruna, tokoh adat, tokoh agama,
dan perwakilan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Keterlibatan aktif ini menciptakan dimensi demokratis dalam menentukan arah
pembangunan desa. Dengan adanya tahapan seperti penyerapan aspirasi,
Musrenbang, dan musyawarah, kepala desa dan Pendamping Lokal Desa mampu
mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat secara sistematis. Kesadaran
tinggi dan pengetahuan masyarakat terhadap proses pembentukan RPJM Desa
memberikan kontribusi yang cukup aktif, memastikan bahwa dokumen ini tidak
hanya menjadi rencana pembangunan fisik, tetapi juga alat efektif untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam semua aspek
kehidupan desa selama periode yang ditentukan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, khususnya
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Proses musyawarah yang
melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat berhasil

menciptakan kesepahaman yang kokoh mengenai visi, misi, serta program kepala
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desa untuk periode enam tahun ke depan. Meskipun tidak semua masyarakat
memahami secara rinci peraturan tersebut, partisipasi mereka dalam proses ini tetap
terwujud melalui arahan dari pemerintah desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD),
mencerminkan kesuksesan implementasi kebijakan pembangunan desa yang telah

memberikan dampak positif pada masyarakat.

B. Saran
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan

Desa sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014, disarankan agar Pemerintah
Desa lebih fokus pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait isi dan
tujuan peraturan tersebut. Dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi
rutin, penyampaian informasi secara lebih terperinci, dan penggunaan media
komunikasi yang efektif untuk mencapai semua lapisan masyarakat.

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa dapat lebih
aktif melibatkan lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga adat. Pemerintah Desa dapat
memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk memperkuat kapasitas mereka
dalam memahami, mendiskusikan, dan memberikan masukan yang substansial
dalam penyusunan peraturan, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih

terdiversifikasi dan holistik.
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